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Abstrak
 

PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas dan

jabatannya sebagai PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT

Sementara yang dimaksud adalah Camat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi serta urgensi

Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuwangi apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan

yang ada, dan ingin mengetahui pertanggungjawaban serta bentuk akta yang dibuat oleh Camat sebaga

PPAT Sementara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non-doktrinal,

pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data

primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner terhadap beberapa narasumber terkait Camat sebagai

PPAT Sementara, dan melalui studi dokumen guna mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan-bahan

hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya eksistensi Camat sebagai PPAT Sementara di 4 (empat)

Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, serta adanya urgensi di beberapa kecamatan dikarenakan

masih kurangnya PPAT Notaris di desa-desa terpencil, sedangkan terkait pertanggungjawaban dan bentuk

akta yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara hal tersebut sama dengan PPAT Notaris sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

......A Temporary PPAT (Land Deed Official) is a government official appointed due to their position to

carry out the duties and responsibilities of a PPAT by creating PPAT deeds in areas where there are

insufficient PPATs, as referred to in Article 1, paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 2016.

The Temporary PPAT in this case is the Sub-district Head (Camat). This paper aims to examine the

existence and urgency of the Camat as a Temporary PPAT in Banyuwangi Regency, and whether it aligns

with the applicable regulations. It also seeks to explore the accountability and types of deeds created by the

Camat as a Temporary PPAT. The research uses a non-doctrinal approach, collecting data through two

techniques: primary and secondary data sources. Primary data is gathered through interviews and

questionnaires with several informants related to the Camat as a Temporary PPAT, while secondary data is

collected through document studies to obtain legal materials. Based on the research, it was found that the

Camat serves as a Temporary PPAT in four sub-districts in Banyuwangi Regency, and the role is considered

urgent in certain sub-districts due to the lack of Notary PPATs in remote villages. Regarding accountability

and the types of deeds created by the Camat as a Temporary PPAT, they are the same as those made by

Notary PPATs in accordance with the applicable laws and regulations.
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